
PERAN DPRD

DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

AMRI CAHYADI,  ST
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



 Dokumen perencanaan daerah periode 5 (lima) tahun

 Penjabaran dari visi, misi, dan program KDH yang

penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan

memperhatikan RPJMNas.

 Menterjemahkan secara arif visi, misi, dan agenda

Kepala Daerah dalam tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan

dan aspirasi masyarakat disertai rencana2 kerja dan

kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat

indikatif.

RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 1 Ayat (4) UU 17 Tahun 2007



Prisip dan Alur RPJMD

Proses Strategis : 

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh para 

perencana dan pakar perencanaan daerah untuk menghasilkan 

informasi , analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi,  

kebijakan dan program sesuai kaidah teknis perencanaan.

Proses Partisipatif : 

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain 

melalui Musrenbang.

Proses Legislasi dan Politis : 

Konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan Perda RPJMD. 

Diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review 

dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses 

alur partisipatif.

Bottom-Up & Top and Down :

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat  serta perlu adanya sinergi dengan 

rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJM Nasional



AMANAT Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

YANG WAJIB DIPERHATIKAN DALAM 
PERUMUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN :

 TRANSPARANSI

 RESPONSIF

 EFEKTIF DAN EFISIEN

 AKUNTABEL

 PARTISIPATIF

 TERUKUR

 BERKEADILAN

 BERWAWASAN LINGKUNGAN
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D P R D KEPALA DAERAH

PERAN DPRD DAN PEMDA DALAM SISTEM 

PERENCANAAN DAN ANGGARAN DAERAH

PEMBENTUKAN 

PERDA 

ANGGARAN

PENGAWASAN

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

PENATAUSAHAAN

PELAPORAN 

P-JAWABAN 

APBD

PENGAWASAN

Pasal 149 UU 23/14
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RPJMD 
DAN RKPD

KUA/PPAS 
RKA 

SKPD/PPKD
RAPBD

TUPOKSI

- ASB

- SSH

PROGRAM 

DAN 

KEGIATAN

PENJABARAN
APBD

PERDA APBD

SINKRONISASI PERENCANAAN 

DAN PENGANGGARAN
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BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI 

AMANAT PER UU:

 BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 20%  DARI TOTAL BELANJA

 BELANJA URUSAN KESEHATAN  10% DARI TOTAL BELANJA DILUAR GAJI

 DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA

BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM

 BELANJA URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1. PENDIDIKAN;
2. KESEHATAN;
3. PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG;
4. PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PEMUKIMAN;
5. KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT;
6. SOSIAL.



“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai

anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan sebaik-baiknya 

dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan 

bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan 

demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan 

negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan 

golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat 

yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi 

kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.”

SUMPAH JANJI ANGGOTA DPRD
(Pasal 157UU 23/2014)



Kewajiban Anggota DPRD

a. ....................

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen

melalui kunjungan kerja secara berkala;

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan

pengaduan masyarakat; dan

k. ....................

Pasal 161 UU 23/2014

R E S E S

Menjaring Aspirasi  

pada Dapil

Menyiapkan 

Laporan Reses

Disampaikan 

Dalam Paripurna



TAHUN 

SIDANG

MASA 

SIDANG 

III

MASA 

SIDANG 

II

MASA 

SIDANG 

I

Menjaring aspirasi masyarakat

untuk masuk dalam renja SKPD

TA Berikut
Reses

Menjaring Aspirasi masyarakat

utk Perubahan APBD Th

Berjalan dan Monitoring

Pelaksanaan Anggaran Th

Reses

Penyampaian Informasi Kebijakan

Pembangunan TA berjalan kepada

masyarakat dan Pengawasan

Pelaksanaan APBD TA berjalan

Reses

SINKRONISASI RESES DPRD DALAM SISTEM 
PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN

Pasal 64



PERENCANAAN PENGANGGARAN

RPJMD RKPD
KUA & 
PPAS

APBD

PESAN DPRD GUNA SINGKRONISASI 

PERENCANAAN  DAN PENGANGGARAN DALAM 

PEMBANGUNAN DAERAH

WAJIB SINGKRON DAN SELARAS 




